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ABSTRAK 
 
 
 
HADRIANA HATTA (B 121 12 139), dengan judul “Penegakan Hukum 
Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata”. Dibimbing oleh Abdul Razak selaku 
Pembimbing I dan Zulkifli Aspan selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya 
penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum perizinan tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, 
jumlah penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar meningkat 
dengan pesat. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha 
diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha karaoke agar 
berjalan sesuai dengan aturan. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan objek penelitian 
adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar dan Dinas 
Pariwisata dan Industri Kreatif Kota Makassar yang bertanggung jawab 
dalam mengeluarkan izin TDUP untuk usaha karaoke serta tempat usaha 
karaoke yang beroperasi di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan 
dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi 
penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu 
melakukan observasi di lapangan untuk melihat secara langsung 
penyelenggaraan usaha karaoke. Pendekatan yang dilakukan adalah 
pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil 
wawancara dan observasi lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 
perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih 
banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang 
kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang 
dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi 
yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi 
permasalahan ini. Pemerintah Kota Makassar sebagai regulator 
penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke 
menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tegaknya hukum 
perizinan usaha karaoke di Kota Makssar. 
  
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Perizinan, Usaha Karaoke 
 
 
vi 
 
KATA PENGANTAR 
Bismillaahir Rahmaanir Rahim 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha 
Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 
Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum 
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya 
kepada yang terkasih Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda H.Hatta 
Jamal dan Ibunda Hj. Darna tercinta, kakak-kakakku dan adikku tercinta, 
Hj. Hasniar Hatta, S.E., M.si , H.Hendra Adiputra Hatta, S.T , Hery 
Setiawan yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati dan 
mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal 
menuntut ilmu hingga  terselesaikannya penulisan Skripsi ini.  
 Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Melalui 
kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa 
dan rasa syukur kepada : 
vii 
 
1. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan 
Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima 
kasih atas segalanya bimbingannya baik berupa kritikan maupun 
saran dalam menuntun penyelesaian Skripsi ini.  
2. Ibu Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., 
M.H. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas 
Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, serta semua 
staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya 
staf pengajar Program Studi Hukum Administrasi Negara atas kerja 
sama yang baik sehingga penulis dapat mencapai cita-cita pada 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
3. Tim Penguji, masing-masing Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. 
, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. , Muh. Zulfan Hakim S.H., M.H yang 
telah memberikan masukan pada saat ujian proposal, sehingga 
dapat dilanjutkan untuk meneliti dan hasil terwujud pada saat ini.  
4. Bapak A. Ilham dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dan Bapak Hery dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Kota Makassar yang dalam penulisan Skripsi ini sangat 
membantu dalam proses penelitian, terima kasih atas ilmu dan 
saran-sarannya.  
5. Seluruh Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas 
viii 
 
bantuan dan arahannya dalam membantu penulis untuk memenuhi 
kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan Skripsi.  
6. Terkhusus untuk Aburizal Pradana, yang senantiasa memberikan 
semangat, kasih sayang dan dukungan penuh kepada penulis baik 
suka maupun duka.  
7. Member of Pajero; Shita Mariza, Andi Annisa Tiara Marina, 
Novitasari Suparjo, Yuli Hardiyanti, Suci Indrawati dan Seluruh 
teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan semangat 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
8. Gengshit; A.Isramiarsyh, Aanisa Zaiimah Nabilah Dj, Mardiah 
Purnama dan Natalia Pongkessu serta Febry Rezky Noer 
Ramdhani, Melinda Yunita, Indira Puspitasari ,Dewi Noer Indah Sari 
serta Alamsyah Bachtiar terimakasih atas dukungan, semangat dan 
kebersamaanya.  
9. Putri Aishah dan Nur Inayah Magfirah, as my unbiological sisters, 
best partners in crime for the past 6 (six) years and still count on it.  
10. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC). Terima 
kasih banyak untuk semua pengalaman, pelajaran dan 
kerjasamanya.  
11. Sepupu-sepupu saya, Ivit, Feby, HI, Ais ,Nila, Rahmi dan Ani. 
Thank you for always being there through good times and bad.  
ix 
 
12. Teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan 
namanya satu persatu yang telah memberikan do’a dan motivasi 
kepada penulis.  
Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skrispsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati, penulis 
terima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini.  
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.  
Makassar,  Februari 2016 
   Penulis 
 
  
x 
 
DAFTAR ISI 
 
Halaman Judul .....................................................................................  i 
Halaman Persetujuan Pembimbing ....................................................  ii 
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi  ...............................................  iv 
Abstrak .................................................................................................  v 
Kata Pengantar  ....................................................................................  vi 
Daftar Isi  ..............................................................................................  viii 
BAB I :  PENDAHULUAN ...................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah  ...................................................  1 
B. Rumusan Permasalahan  ..................................................  11 
C. Tujuan Penelitian  ..............................................................  11 
D. Manfaat Penelitian  ............................................................  12 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  ...........................................................  13 
A. Penegakan Hukum  ...........................................................  13 
1. Konsep Penegakan Hukum  .........................................  13 
2. Upaya Penegakan Hukum  ...........................................  19 
B. Perizinan  ...........................................................................  23 
1. Konsep Perizinan  ........................................................  23 
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan  .......................................  26 
3. Pengawasan dan Sanksi dalam Penegakan Hukum 
Perizinan  .....................................................................  28 
C. Karaoke  ............................................................................  34 
1. Pengertian Karaoke  .....................................................  34 
2. Sejarah Karaoke  ..........................................................  35 
3. Konsep Karaoke Keluarga  ...........................................  39 
D. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Karaoke di Kota 
Makassar  ..........................................................................  41 
1. Prosedur dan Mekanisme Penerbitan Perizinan Usaha 
Karaoke ........................................................................  41 
2. Ketentuan dan Larangan dalam Penyelenggaraan Usaha 
Karaoke  .......................................................................  43 
xi 
 
 
 
BAB III : METODE PENELITIAN ..........................................................  47 
A. Tipe Penelitian  ...................................................................  47 
B. Lokasi Penelitan  .................................................................  47 
C. Jenis Data  ..........................................................................  48 
D. Sumber Data  ......................................................................  49 
E. Populasi dan Sampel  .........................................................  50 
F. Teknik Pengumpulan Data  .................................................  51 
G. Teknik Analisis Data  ..........................................................  52 
 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  .................................................  53 
A. Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke di Kota 
Makassar  ...........................................................................  53 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Perizinan Usaha Karaoke di Kota Makassar  ......................  77 
 
BAB V : PENUTUP  ..............................................................................  86 
A. Kesimpulan  ........................................................................  86 
B. Saran  .................................................................................  87 
 
DAFTAR PUSTAKA  .............................................................................  88 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kota Makassar dengan letak geografis yang strategis yaitu berada 
di titik pusat Indonesia menjadikan Kota Makassar sebagai penghubung 
antara Indonesia bagian Timur dan Barat. Kota Makassar juga memiliki 
sumber daya dan modal yang dapat dikembangkan melalui 
penyelenggaraan usaha perniagaan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Tidak heran hal ini menjadikan Kota Makassar sebagai salah 
satu kiblat perniagaan dan perdagangan di Indonesia Timur. Hal ini 
berhasil menarik penanaman modal dan investasi baik dari dalam negeri 
maupun internasional. 
Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Makassar berdampak pada 
perubahan pola hidup maupun kebutuhan hidup masyarakat Kota 
Makassar. Salah satu indikatornya adalah kebutuhan masyarakat Kota 
Makassar akan adanya media hiburan dan wisata. Hal ini dapat dilihat 
dengan semakin banyaknya tempat-tempat hiburan, wisata maupun 
rekreasi di Kota Makassar seperti bioskop, taman bermain/theme 
park/kids station, bahkan tempat wisata alam.1 Salah satu jenis usaha 
                                                          
1 www.iwisataindonesia.com/592/liburan-seru-dengan-mengunjungi-tempat-wisata-di-makassar-
ini.html, diakses pada tanggal 20 November jam 13.00 WITA. 
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hiburan yang paling kasat mata dirasakan peningkatan jumlahnya oleh 
warga Kota Makassar adalah rumah bernyanyi atau tempat karaoke.2 
Bisnis karaoke dinilai sangat potensial untuk dijalankan oleh 
beberapa pengusaha di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di 
Kota Makassar. Bisnis Karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati di 
Kota Makassar karena sebagai kota metropolitan sebagian besar 
masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi sehingga 
masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah 
menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas 
bernyanyi sebagai hiburan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk 
melepas penat dari rutinitas sehari-hari. 
Banyaknya usaha karaoke di Kota Makassar dengan sendirinya 
menjadikan karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan 
kas daerah yang signifikan. Pemerintah Kota Makassar menyadari hal ini 
sehigga menerbitkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan 
penyelenggaraan usaha karaoke secara khusus dan usaha hiburan dan 
pariwisata secara umum. Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan-
peraturan daerah tersebut tentu saja sebagai pengendali atas 
penyelenggaraan usaha,  khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini 
digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, 
membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk 
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 
                                                          
2 rakyatsulsel.com/fam-family-karaoke-ramaikan-industri-hiburan-makassar.html, diakses pada 
tanggal 20 November jam 13.00 WITA 
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Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kota Makassar selain 
sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi 
masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan 
potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. 
Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak 
sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu 
saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi 
pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 
penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan 
dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kota Makassar. Dalam hal 
pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan 
hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kota 
Makassar adalah pengawasan dan penegakan sanksi. 
Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan 
bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek 
penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, 
ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas 
penyelenggaraan usaha karaoke yang termasuk dalam jenis usaha 
kepariwisataan. Usaha hiburan secara umum, dan usaha karaoke secara 
khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat 
karena telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-
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hari. Menjamurnya usaha karaoke di Kota Makassar diharapkan 
membawa atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha 
karaoke untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. 
Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha karaoke mengabaikan 
batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan 
norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan 
usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. 
Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan. 
Beberapa pengusaha bahkan tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata. Seperti oleh Victor Karaoke yang ditemukan oleh Tim 
Pembinaan Usaha Industri Pariwisata (TPUIP) dalam sosialisasi Perda 
No. 5 Tahun 2011. Temuan ini hanyalah seperti puncak gunung es di 
tengah lautan, karena masih banyak tempat karaoke lainnya di Kota 
Makassar yang ditengarai tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentu saja 
merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Makassar karena usaha 
karaoke yang tidak memiliki izin, atau yang izinnya sudah kadaluarsa, 
tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak 
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti kualitas layanan yang 
tidak terjamin, tata bangunan yang dapat membahayakan pengunjung, 
bahkan dapat memiliki efek sosial yang negatif kepada masyarakat yang 
tinggal di sekitar tempat karaoke tersebut. Dalam hal usaha karaoke yang 
tidak memiliki izin, pemerintah Kota Makassar sebenarnya sudah 
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melakukan beberapa langkah tindakan penertiban3, namun tindakan 
pengawasan yang berlanjut perlu dilakukan karena hal seperti ini masih 
saja terus terjadi. 
Selain penyelenggaraan usaha tanpa izin, banyak juga usaha 
karaoke yang menyelenggarakan usaha tidak sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan di dalam perda. Beberapa tempat usaha karaoke 
ada yang diduga bahkan telah didapati menjalankan usaha tidak sesuai 
izin atau menjalankan usaha terselubung. Anggota Komisi B DPRD Kota 
Makassar, Basdir, mengatakan bahwa banyak usaha karaoke yang 
dilaksanakan di Kota Makassar belum mengantongi Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata, padahal tempat usaha tersebut hanya bermodalkan izin usaha 
restoran atau kafe. Jadi kalau ada bisnis terselubung lainnya, berarti izin 
tesebut disalahgunakan.4 
Salah satu penyalahgunaan izin karaoke yang paling banyak 
dijumpai di Kota Makassar adalah penyelenggaraan usaha karaoke 
menjadi media prostitusi terselubung. Kasus prostitusi terselubung 
berkedok usaha karaoke ini paling banyak dijumpai di Jalan Nusantara, 
Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Salah satu kasus yang menjadi 
perhatian warga Kota Makassar adalah penemuan fasilitas pornoaksi di 
tempat Karaoke Rasa Sayang di Hotel JJ di Jalan Nusantara.5 
                                                          
3 www.antarasulsel.com/berita/36868/tpui-pariwisata-makassar-temukan-pelanggaran-perda, 
diakses pada tanggal 20 November 2015 jam 15.00 WITA 
4 www.beritakotamakassar.com/2015/11/19/layanan-plus-plus-di-karaoke-hotel/, diakses pada 
tanggal 20 November 2015 jam 15.27 WITA 
5 www.bombenews.com/2015/06/03/dewan-ancam-tutup-hotel-jj-nusantara/, diakses pada 
tanggal 20 November 2015 jam 15.15 WITA 
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Hal ini terungkap setelah pemerintah Kecamatan Wajo melakukan 
sidak ke rumah karaoke tersebut. Saat operasi itu, mereka mendengar 
suara musik yang membias serta aksi pornoaksi dan fasilitas kamar hotel 
yang sangat jorok. Camat Wajo, Anshar, mengatakan, “Kami sempat 
mengecek kebenaran aduan warga yang mengaku sangat terusik oleh 
keberadaan usaha hiburan tersebut. Saya dan sejumlah staf memang 
langsung turun mengecek Hotel JJ yang memiliki Karaoke Rasa Sayang. 
Rupanya setelah berada di sana, apa yang dilaporkan warga itu benar 
adanya.” Menanggapi hal ini, wakil waliKota Makassar, Syamsu Rizal, 
menyatakan akan melakukan tindakan tegas sampai dengan pencabutan 
izin usaha jika laporan tersebut benar adanya.6 
Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto, sebenarnya sudah 
menyatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran dan mendalam 
menyangkut aktivitas prostitusi berkedok Karaoke yang tersebar di Jalan 
Nusantara tersebut. Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa kawasan 
lokalisasi Jalan Nusantara itu akan ditata dan dikembalikan ke fungsinya 
sesuai dengan perizinan yang didapatkan oleh para pengusaha. 
Menurutnya, semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota periode 
sebelumnya tidak menyebutkan adanya izin melaksanakan praktik 
prostitusi melainkan hanya izin usaha karaoke. Namun hal tersebut 
                                                          
6 Ibid. 
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tidaklah cukup jika tidak ada pengawasan yang berlanjut oleh pemerintah 
Kota. 7 
Beberapa kasus lainnya terkait penyalahgunaan izin yang 
dilakukan oleh pelaku usaha karaoke di Kota Makassar adalah penjualan 
minuman beralkohol di tempat karaoke. Salah satunya adalah usaha 
karaoke Masterpiece Ahmad Dhani yang tidak menggunakan izin yang 
dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. Hal ini terungkap dalam razia yang dilakukan oleh Tim Operasi 
Miras Satpol PP Makassar pada tanggal 8 Januari 2015. Ada juga 
penemuan di One Family Karaoke, yang sudah diakui oleh pemiliknya 
bahwa tempat usahanya memang tidak mengantongi izin peredaran 
minuman beralkohol.8 Kasus prostitusi berkedok usaha karaoke dan 
peredaran minuman beralkohol tanpa izin di tempat usaha karaoke tentu 
saja sangat meresahkan masyarakat Kota Makassar. Hal ini memiliki 
dampak yang sangat negatif karena dapat merusak moral generasi muda 
Kota Makassar. 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur penyelenggaraan usaha 
kepariwisataan termasuk usaha karaoke.  Perda ini memuat hak dan 
kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas 
penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur dengan mendalam 
ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha 
                                                          
7 www.makassarkota.go.id/berita-228, diakses pada tanggal 19 November 2015 jam 02.00 WITA 
8 makassar.tribunnews.com/2015/01/09/karaoke-masterpiece-ahmad-dhani-jual-miras-pakai-
izin-palsu, diakses pada tanggal 20 November 2015 jam 16.05 WITA 
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tersebut.  Dalam  hal  usaha karaoke  juga  dijelaskan  secara  rinci 
ketentuan  penyelenggaraan  usahanya.  Hal  ini  memang  dimaksudkan  
untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan  
kesejahteraan masyarakat Kota Makassar karena potensi bisnis usaha 
karaoke di Kota Makassar yang memang sangat besar. 
Penegakan hukum atas perda ini sangat mendesak untuk 
dilaksanakan dengan tegas oleh pemerintah. Masyarakat Kota Makassar 
memang sangat dimanjakan dengan banyaknya pilihan tempat karaoke, 
namun masyarakat juga mulai resah dengan isu-isu negatif atas usaha 
karaoke di Indonesia khususunya Kota Makassar. Seperti kasus 
kebakaran yang melanda salah satu tempat hiburan karaoke di Manado 
pada tanggal 25 Oktober 2015. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, isu 
keamanan dan keselamatan tempat hiburan karaoke menjadi perhatian 
oleh pemerintah dan masyarakat Kota Makassar. Selama ini memang 
belum ada usaha karaoke yang menjamin keselamatan pengunjung.9 
Juga dalam peraturan daerah belum ada yang mengatur secara spesifik 
mengenai keamanan usaha karaoke. Walaupun begitu hal ini sudah 
seharusnya menjadi perhatian penyelenggara usaha karena menyangkut 
keselamatan hidup. 
Seperti telah disebutkan di atas, Perda Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah memuat 
ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan khusus menyangkut 
                                                          
9 upeks.co.id/utama/izin-rumah-bernyanyi-akan-dicabut.html, diakses pada tanggal 20 November 
2015 jam 15.45 WITA 
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penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Makassar. Namun beberapa 
kasus usaha pariwisata di Kota Makassar berjalan tidak sesuai ketentuan 
dan melanggar larangan-larangan tersebut. Kasus yang paling mencolok 
adalah The Level yang terletak di jalan Somba Opu Kota Makassar. 
The Level adalah bar dan restoran yang juga terdapat tempat 
karaoke di lantai tiga bangunan tersebut. Dalam hal ini, The Level 
melanggar aturan jarak antara tempat usaha hiburan dengan sarana 
ibadah yaitu minimal dua 200 meter. Sementara The Level hanya berjarak 
sekitar 100 meter dari Mesjid Terapung yang menjadi salah satu 
Landmark Kota Makassar.10 Dalam kasus ini, walikota Makassar 
Ramdhan Pomanto mengatakan telah mempersilahkan dinas terkait untuk 
melakukan kajian ulang atas keluarnya izin The Level.11 Namun sampai 
saat ini belum ada tindak lanjut atas usaha tersebut karena The Level 
masih beroperasi seperti biasanya. 
Pelanggaran lain atas larangan dalam Perda No. 5 Tahun 2011 
adalah mengenai jam operasional tempat hiburan. Beberapa usaha 
karaoke buka sampai melewati jam operasional yang diizinkan yaitu 
sampai jam 02.00 WITA. 
Usaha pariwisata, khususnya usaha karaoke, pada dasarnya 
diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah pengangguran dan 
                                                          
10 bombenews.com/2015/05/01/sindir-izin-the-level-ara-minta-masjid-terapung-direlokasi, 
diakses pada tanggal 20 November 2015 jam 15.09 WITA 
11 bombenews.com/2015/04/29/komisi-a-akan-panggil-manajemen-the-level, diakses pada 
tanggal 20 November 2015 jam 15.23 WITA 
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kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata diterbitkan dalam rangka untuk mewujudkan 
tujuan tersebut. 
Tingginya minat pengusaha dan investor dalam menanamkan 
modal dan menjalankan usaha di Kota Makassar tentu saja disambut baik 
oleh semua pihak. Usaha karaoke dalam hal ini dapat menjadi alternatif 
hiburan bagi masyarakat dan media untuk meningkatkan pendapatan 
daerah Kota Makassar. Namun penyelenggaraan usaha karaoke yang 
tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang 
diharapkan. Penurunan moral masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan 
tidak optimalnya pemasukan pendapatan daerah hanya sebagian kecil 
dari pelanggaran perizinan atas penyelenggaraan usaha karaoke.  
Penegakan hukum yang tegas atas peraturan daerah oleh 
pemerintah sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari 
penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini termasuk 
pengawasan dan pemberian sanksi. Pemerintah Kota Makassar dalam hal 
ini sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu 
pengawasan dan pemberian sanksi. Namun pelanggaran-pelanggaran 
perizinan usaha karaoke masih ditemukan di banyak tempat di Kota 
Makassar. Masih dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta 
11 
 
pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para 
pengusaha menaati peraturan yang berlaku. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian 
menyangkut masalah ini yaitu, “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap 
Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Perda Kota Makassar 
No. 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata).” 
B. Rumusan Permasalahan 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang 
akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka 
perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan 
perizinan usaha karaoke di Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penegakan hukum 
perizinan usaha karaoke di Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha 
karaoke di Kota Makassar oleh Pemerintah Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang 
diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang 
diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan 
bagi kalangan akademisi di bidang hukum mengenai peraturan 
perizinan usaha pariwisata khususnya usaha karaoke serta sebagai 
analisis pengawasan penegakan hukum perizinan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pemerintah Kota Makassar dalam upaya meningkatkan good 
governance khususnya dalam bidang penegakan peraturan perizinan 
usaha karaoke. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Penegakan Hukum 
1. Konsep Penegakan Hukum 
Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau 
konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan 
sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto 
Rahardjo sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R, penegakan hukum pada 
hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. 
Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut 
menjadi kenyataan.12  
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.13 Masalah penegakan 
hukum merupakan masalah universal. Tiap Negara mengalaminya 
masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha 
mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas 
dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu 
menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak 
                                                          
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.229 
13 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, makalah dalam 
www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm. 1 
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memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan 
menghambat hukum dan disiplin hukum.14 
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak 
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi 
yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih 
lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.15 
Jimly Asshiddiqie membagi pengertian penegakan hukum ditinjau 
dari sudut subjek dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan 
hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan 
sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas 
atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya 
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 
                                                          
14 Soedjono, Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil, (Bandung: Karya Nusantara, 
1978), hlm.1 
15 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007), hlm. 2 
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sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 
menggunakan daya paksa.16 
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 
hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya 
bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena 
itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa 
Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti 
luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti 
sempit.17 
Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan 
cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam 
bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ 
versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of 
man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. 
Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh 
hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula 
nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan 
                                                          
16 Jimly Ashiddiqie, op.cit, hlm. 1 
17 Ibid. 
16 
 
istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ 
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan 
suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. 
Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai 
pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat 
kekuasaan belaka.18 
Kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna 
meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam 
rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta 
penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha 
menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya.19 
Secara khusus, P.Dehaan, dkk. menguraikan pandangan bahwa 
penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi 
merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran 
norma hukum.20 
Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, 
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.21 
a. Kepastian hukum 
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 
menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang 
                                                          
18 Ibid 
19 Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 3 
20 Ridwan HR, op.cit, hlm. 229 
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.1 
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terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap 
peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. 
Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul 
perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. 
Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian 
hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai. 
b. Kemanfaatan 
Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan 
kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru 
dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan 
dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. 
Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang 
merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan. 
c. Keadilan 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya 
didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang 
mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. 
Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di 
bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai 
keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, 
peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, 
penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan 
yang terdapat dalam setiap kasus. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa 
penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai 
hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam 
pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 
dengan menerapkan sanksi-sanksi.22 
Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit 
maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam 
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan 
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 
kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-
norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.23 
Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, 
walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah 
demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, 
ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum 
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 
Istilah-istilah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan 
bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma 
aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
                                                          
22 Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 2 
23 Ibid, hlm. 3 
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dalamnya. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya 
berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum 
dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.24 
2. Upaya Penegakan Hukum 
Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan 
manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya 
orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan 
pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, 
dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Karena itu ada sebagian 
orang yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum 
apabila tidak dilaksanakan.25 Maka dari itu proses pelaksanaan hukum 
menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap negara yang menyebut diri 
sebagai negara hukum. 
Meskipun pelaksanaan atau penegakan hukum menjadi sesuatu 
yang wajib dilakukan, tetapi penegakan hukum bukanlah sekedar 
menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum. Para pelaksana 
hukum juga harus tetap menyertakan nilai-nilai yang terkandung dalam 
hukum, agar tercapi sebuah tujuan hukum seperti yang di cita-citakan. 
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka 
                                                          
24 Ibid, hal. 3 
25 Jawahir Thontowi, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogjakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm.179 
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La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara 
hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut 
dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum 
mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, 
kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi 
ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di 
dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak 
terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.26 
Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa ada lima faktor yang 
mempengaruhi penegakkan hukum:27 
a. Faktor hukumnya sendiri 
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Menurut Tegoeh Soejono, bagian yang sangat penting dalam 
pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari penegak hukum 
untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-
pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut membutuhkan 
                                                          
26 Soerjono Soekanto, op.cit, hlm.9 
27 Ibid, hlm. 4-5 
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suatu kecermatan yang terkait pada ketentuan perundang-undangan yang 
dilanggarnya. Apakah memang ada tindakan yang dikualifikasikan 
melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan kalau benar 
sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan 
penafsiran / interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan 
adanya dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi.28 
Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan 
persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya 
menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak 
atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup 
dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika 
materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak 
sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi 
bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga 
pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat 
fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) 
pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’), (ii) 
sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum 
(socialization and promulgation of law), dan (iii) penegakan hukum (the 
enforcement of law).29 
                                                          
28 Tegoeh Soejono, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, 
2006), hlm.136-137 
29 Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 4 
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Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) adminstrasi hukum (the 
administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh 
pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable). Karena 
itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut 
sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga 
agenda tersebut di atas.30 
Dalam arti luas, ‘the administration of law’ itu mencakup pengertian 
pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu 
sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan 
sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum 
yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka 
pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan 
administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan 
(vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat 
sampai ke daerah-daerah.31 
Meskipun ada teori ‘fiktie’ yang diakui sebagai doktrin hukum yang 
bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana 
pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu 
ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha 
sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.32 
 
 
                                                          
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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B. Perizinan 
1. Konsep Perizinan 
Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari 
pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau 
pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti 
memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.33 Beberapa 
pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu: 
a. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin 
ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang 
suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan 
prosedur tertentu harus dilalui.34 
b. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan 
bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya 
harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada 
hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain 
sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.35 
c. E Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan 
tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 
memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 
                                                          
33 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/, diakses pada hari 
Rabu tanggal 28 Oktober 2015 jam 03.45 WITA. 
34 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
Press Uneversity, 2002), hlm. 143 
35 W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1983), hlm. 73-74 
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masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang 
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (vergunning). 
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam 
arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang 
paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah 
menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah 
laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan 
bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan 
pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian 
izin.36 
Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan 
pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan 
pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau 
untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada 
izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 
diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 
                                                          
36 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus 
M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2-3 
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tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya 
memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi 
agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara 
tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).37       
Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan 
tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain 
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada 
izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut 
sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. 
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat 
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada 
peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari 
pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen 
yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa 
konkret, dan prosedur dan persyaratan.38 
 
                                                          
37 Ibid. 
38 Ridwan HR, op. cit, hlm. 201-202 
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2. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu 
tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas 
mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi 
masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi 
tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan 
personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan 
sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. 
Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, 
karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi 
masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin 
ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk 
mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara 
yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.39 
Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang 
masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin 
dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu 
terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin 
merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut 
Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan  fungsi-fungsi hukum modern, 
izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. 
                                                          
39 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op. cit, hlm. 5 
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Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan 
mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam 
hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk 
mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap 
periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau 
perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan 
yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi 
masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak-
tidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, 
maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting 
untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan 
publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan 
bagian dari asas utama 
Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan 
perizinan ada berbagai sebab: 
a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu 
(misalnya izin bangunan). 
b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin 
lingkungan). 
c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang, izin 
membongkar monumen) 
d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya 
izin menghuni di daerah padat penduduk). 
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e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya 
(misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu).40 
Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya 
adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai 
peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih 
jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan 
tertentu di antaranya:41 
a. Adanya suatu kepastian hukum 
b. Perlindungan kepentingan hukum 
c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan 
d. Pemerataan distribusi barang tertentu 
3. Pengawasan dan Sanksi dalam Penegakan Hukum Perizinan 
Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan 
pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan 
aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya 
preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi 
sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya 
represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini 
diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi 
masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. 
                                                          
40 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op. cit, hlm. 4-5 
41 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 94-95 
29 
 
Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan 
organisasi.42 
Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau 
untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang 
salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan 
seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan 
berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan 
terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan suasanan tenang, 
aman dan berkeadilan.43 
Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat 
pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya 
kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan 
tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan 
adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa 
pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan 
perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana 
tersebut.44 
                                                          
42 Sarwoto. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.  9 
 
43 Ibid. 
44 Nawawi, Hadari, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Gelora 
Aksara Pratama, 1992), hlm. 7 
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Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah pengawasan mengandung 
pengertian yang luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan 
seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga 
mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan 
meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang 
direncanakan. Ada beberapa ahli yang menyatakan arti mengenai 
pengawasan. Sarwoto memberikan definisi pengawasan sebagai 
“kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 
terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 
dikehendaki.” 
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah 
setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana 
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran 
yang hendak dicapai. 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada 
prinsipnya sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas 
pemerintahan, sehingga menurut beberapa ahli pengawasan diadakan 
untuk: 
1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 
dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali 
kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru. 
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3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 
dalam rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan 
yang telah direncanakan. 
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. 
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan. 
Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk: 
1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, 
kebijaksanaan, dan perintah. 
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan; 
3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas. 
4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 
organisasi pemerintahan. 
Ciri ciri pengawasan yang baik antara lain: 
1. Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya harus 
menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas 
dijalankan dalam organisasi. 
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat 
mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan 
penyelewengan-penyelewengan dari rencana semula. 
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang. 
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi 
dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. 
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Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, maka 
pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan tidak 
dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah jika tidak ada 
ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak 
betul.pengawasan bersifat harus membimbing agar para pelaksana 
meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah 
ditentukan baginya. 
Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah 
sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan 
perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir 
setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut in cauda 
venenum, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.45 
Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau 
tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga 
keseimbanganya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum 
Adminisrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:46 
a. Bestururdwang; 
b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan; 
c. Pengenaan denda administrative 
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 
Dwangsom dapat duraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata 
dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu 
                                                          
45 Teguh Soejono, op.cit, hlm. 233 
46 Philipus M. Hadjon, dkk., op. cit, hlm. 245 
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kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang 
seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan 
undang-undang.47 
Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang 
menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu 
ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak 
berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang 
menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam 
ketetapan itu oleh organ pemerintahan.48 
Pengenaan denda adminsitratif dimaksudkan untuk menambah 
hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam 
hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang 
kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa 
denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan.49 
Pengenaan uang paksa dalam hukum admninistrasi dapat 
dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi 
atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai 
alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.50 
Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut: 
a. Pengukuhan perbuatan secara norma 
                                                          
47 Ibid, hlm. 246 
48 Ridwan HR, op. cit, hlm. 243 
49 Ibid, 247-248 
50 Ibid, 246 
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b. Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma 
c. Untuk menghukum perbuatan/tindakan diangap tidak sesuai dengan 
norma 
d. Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma. 
Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan 
bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering 
dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para 
investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan 
perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan 
mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga 
birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk 
kemudian disatukan dalam bagian lainnya. 
C. Karaoke 
1. Pengertian Karaoke 
Istilah karaoke terdiri dari dua kata bahasa Jepang, yaitu kata kara 
yang merupakan singkatan dari karappo yang berarti kosong, dan oke 
singkatan dari okesutora yang berarti orkestra. Jadi secara harafiah 
karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya.51 
Karaoke tidak hanya menyebar di seluruh Jepang namun juga di 
Korea, China, Asia Tenggara, bahkan Amerika Serikat. Oleh karena itu 
tidak mengherankan jika istilah karaoke ini tidak hanya tertera dalam 
kamus bahasa Jepang, namun juga Kamus Bahasa Inggris Oxford. 
                                                          
51 www.karaokeandmore.com/history.html, diakses pada tanggal 21 November 2015 jam 02.45 
WITA 
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Pengertian karaoke menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah: 
A type of entertainment in which a machine plays only the music of 
popular songs so that people can sing the words themselves.39 
 
Terjemahan: 
Sebuah jenis hiburan dimana sebuah mesin memainkan hanya 
musik dari lagu-lagu popular sehingga orang-orang dapat 
menyanyikan lirik lagu tersebut sendiri. 
 
Dari beberapa pengertian karaoke di atas dapat diartikan bahwa 
karaoke adalah melodi yang hanya terdiri dari musik tanpa vokal, dan 
vokalnya dinyanyikan oleh seseorang bernyanyi sambil mengikuti melodi 
tersebut mendendangkan lirik yang ditampilkan di layar televisi atau 
buku.52 
2. Sejarah Karaoke 
Karaoke muncul pertama kali di kota Kobe, sebuah daerah di 
wilayah Kansai. Kemunculan karaoke tidak lepas dari peranan utagoe 
kissa. Utagoe kissa adalah bar tradisional yang dilengkapi dengan piano 
atau gitar, yang sejak dulu telah menjadi pusat hiburan bagi pelaku bisnis 
Jepang sebagai sarana pelepas stres.53 
Ada empat versi mengenai sejarah kemunculan karaoke yang 
penulis dapatkan. Keempat versi tersebut menyebutkan bahwa karaoke 
berasal dari sebuah utagoe kissa di kota Kobe sekitar tahun 1970an. Versi 
pertama dari sejarah kemunculan karaoke adalah ketika suatu hari 
pemain gitar di salah satu utagoe kissa di Kobe tidak bisa datang karena 
                                                          
52 lib.ui.ac.id/file?file=digital/124340-RB08A161k-Karaoke%20sebuah-Analisis.pdf, diakses pada 
tanggal 21 November 2015 jam 15.30 WITA 
53 Ibid. 
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sakit. Pemilik utagoe kissa tersebut kemudian menyiapkan alat perekam 
beserta rekaman dari permainan sang gitaris, dan sang vokalis bernyanyi 
dengan diiringi rekaman tersebut. Kejadian itu dianggap sebagai asal 
terciptanya karaoke. Semenjak itu karaoke berkembang dan 
dikomersialisasikan di seluruh Jepang.54 
Versi kedua menyebutkan bahwa karaoke berasal dari salah satu 
utagoe kissa di Kobe, dimana manajemen utagoe kissa  tersebut 
merekam sebuah rekaman yang digunakan dalam sesi latihan para 
penyanyi profesional. Pada tahun 1976, sebuah perusahaan elektronik 
menjual sebuah mesin bernama “Karaoke 8”, yang terdiri dari delapan pita 
rekaman berisi empat buah lagu. Mesin ini kemudian berkembang dengan 
teknologi laser-disk, VHD, CD, dan sebagainya, sehingga peralatan ini 
menjadi sebuah standar hiburan.55 
Versi ketiga menyebutkan bahwa penemu karaoke adalah Kisaburo 
Takashiro, yang merupakan seorang pemilik dari sebuah toko rekaman di 
Kobe pada tahun 1970an. Takashiro mengetahui bahwa sebuah utagoe 
kissa di dekat toko rekaman miliknya menyewa seorang pianis untuk 
mengiringi seorang penyanyi dengan bayaran 500 hingga 1000 yen untuk 
setiap lagunya. Takashiro kemudian menciptakan sebuah mesin yang 
terdiri dari 400 rekaman lagu, memasangnya di utagoe kissa tersebut, dan 
memberi harga 100 yen untuk setiap lagunya. Mesin tersebut semakin 
                                                          
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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populer diantara pengunjung, dan dalam waktu tiga bulan Takashiro 
memperoleh modalnya kembali.56 
Versi terakhir mengenai sejarah kemunculan karaoke adalah ketika 
sekitar tahun 1970an, seorang pemain drum dan penyanyi bernama Inoue 
Daisuke yang selalu tampil di sebuah utagoe kissa, diminta oleh tamu 
utagoe kissa tersebut untuk merekam permainannya sehingga tamu 
tersebut dapat menyanyi bersama dalam piknik perusahaan. Selanjutnya 
Inoue selalu dibanjiri pesanan untuk meminjamkan rekaman 
permainannya. Menyadari potensi yang menguntungkan ini, Inoue 
kemudian menciptakan alat perekam yang dapat memainkan sebuah 
musik dengan memasukkan koin 100 yen.57 
Pada awal kemunculannya karaoke dikritik karena kurangnya 
suasana hidup (live atmosphere) dari sebuah penampilan. Selain itu, 
karaoke juga dianggap mahal karena pada tahun 1970an 100 yen bisa 
digunakan untuk membeli dua buah paket makan siang. Namun lama 
kelamaan penemuan ini dianggap sebagai sebuah alat menghibur, dan 
karena semakin populer, mesin karaoke ini kemudian banyak ditempatkan 
di berbagai tempat, seperti restoran, kamar hotel, hingga akhirnya muncul 
karaoke box. Atas penemuannya ini, Inoue dianugerahi penghargaan 
Nobel tahun 2004.58 
Dari keempat versi sejarah kemunculan karaoke tersebut, 
keempatnya menyebutkan kemajuan teknologi karaoke  yang semakin 
                                                          
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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berkembang. Karaoke yang awalnya hanya berupa sebuah alat perekam 
dengan rekaman musik lagu-lagu terkenal, semakin berkembang dengan 
menjadi piringan cakram (compact disc) yang dapat mencari awal lagu 
dengan segera. Perkembangan ini juga memungkinkan penambahan 
gambar video untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tiap lagu. 
Gambar video tersebut ditampilkan di layar televisi bersamaan dengan lirik 
lagu tersebut. Dengan inovasi teknologi seperti video disk, laser disk, CD 
bergambar, karaoke telah berkembang menjadi sebuah hiburan yang 
besar.59 
Walaupun karaoke sangat terkenal di Jepang, karena karaoke pada 
saat itu berkaitan erat dengan hiburan yang memanjakan diri, dan 
merupakan hiburan yang banyak didominasi oleh yakuza, karaoke 
dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan moral. Lebih jauh lagi, 
karaoke disikapi sebagai gejala gaya hidup yang meningkatkan kebiasaan 
tidak sehat. 
Di Indonesia, karaoke mulai menjadi tren sejak usaha ini dibuka 
tahun 1998. Namun, pada masa awal perkenalannya hiburan karaoke 
hanya dapat dimiliki oleh klub-klub malam yang mewah karena mahalnya 
peralatan karaoke. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, 
masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman bahwa karaoke identik 
dengan klub malam atau hiburan malam.60 
 
                                                          
59 Ibid 
60 www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-
maksiat, diakses pada tanggal 21 November 2015 jam 16.00 WITA 
39 
 
3. Konsep Karaoke Keluarga 
Bisnis karaoke keluarga dimulai di Indonesia oleh sebuah 
perusahaan yang memberikan nama tempat karaokenya bernama 'Happy 
Puppy’. Usaha ini dikenal karena merintis dan mempopulerkan "Karaoke 
Putih" (karaoke keluarga) di Indonesia dengan kebijakan yang secara 
konsisten mengembangkan No Hostess (tempat tanpa wanita yang 
menemani dalam box karaoke / pemandu lagu), No Whiskey (tempat 
tanpa minum-minuman keras), No Drug (tempat tanpa obat-obatan) dan 
No House Music (tempat tanpa house music). 61 
Konsep karaoke keluarga sengaja dipilih untuk menghilangkan 
stigma karaoke sebagai tempat maksiat. Artinya bahwa  konsep keluarga 
adalah karaoke  benuansa lain sebagai tempat yang nyaman, bersih, jauh 
dari kesan maksiat karena tidak menyediakan pemandu maupun minuman 
keras. Konsep ini bermaksud mengembalikan pengertian hiburan karaoke 
ke pengertian aslinya, yaitu hiburan bernyanyi.62 
Dunia karaoke saat ini sudah mengalami pergeseran yang 
signifikan. Karaoke kini menjelma menjadi sarana hiburan yang sehat bagi 
keluarga. Bahkan, keberadaan club-club karaoke bertema karaoke 
keluarga ini sedikit demi sedikit mengikis citra negatif karaoke yang 
acapkali dihakimi sebagai sarang kemaksiatan. Harus diakui bagi 
sebagian orang terutama perempuan apalagi anak-anak, mengunjungi 
club karaoke adalah satu hal yang menakutkan. Di samping stempel 
                                                          
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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negatif yang sudah terlanjur menempel pada eksistensi club karaoke, ada 
pendapat yang menyatakan bahwa tempat karaoke umumnya lebih 
banyak dikunjungi oleh laki-laki dewasa. 
Menyiasati kenyataan seperti itu, beberapa pengusaha tempat 
karaoke mengubah penampilan tempat karaoke yang mereka kelola dan 
hadir dalam bentuk yang lebih bersahabat. Tidak cuma berusaha 
memperbaiki citra karaoke, tempat-tempat karaoke jenis ini juga 
mengincar pasar yang lebih luas, tidak tersegmentasi pada laki-laki 
dewasa. Berbagai perubahan yang menyangkut bangunan, sarana fisik, 
dan layanan dilakukan untuk mengubah atmosfir tempat karaoke dalam 
wujud yang lebih bersahabat. Umumnya karaoke keluarga bisa dikenali 
dengan ruangan-ruangan karaoke yang terang dengan pintu yang tidak 
terkunci dan dipasangi kaca sehingga lebih bisa diawasi. Lebih penting 
lagi, pengelola karaoke juga jelas-jelas melarang pengunjungnya untuk 
aktivitas prostitusi dan minuman keras. Dengan penampilan seperti ini, 
bernyanyi di karaoke keluarga menjadi alternatif pelepas jenuh sekaligus 
pengisi waktu luang yang aman dan nyaman bagi perempuan, apalagi bila 
berkunjung bersama suami dan anak-anak. 
Namun, persaingan bisnis ini tidak urung membuat beberapa 
tempat karaoke keluarga berkompetisi secara tidak sehat. Tidak jarang 
pengusaha karaoke memasang embel-embel karaoke keluarga. Meskipun 
kenyataannya tempat karaoke tersebut menjual minuman beralkohol dan 
bahkan menyediakan layanan “plus-plus”.Konsep karaoke keluarga di 
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Indonesia sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh Happy Puppy Karaoke 
Keluarga pada tahun 1992 di Surabaya. Meski mendapat tantangan dan 
cibiran dari sesama pengelola karaoke pada awalnya, konsep karaoke 
keluarga justru berkembang dan diikuti pengusaha karaoke lainnya yang 
akhirnya beralih. Kehadiran tempat-tempat karaoke keluarga sedikit 
banyaknya memperbaiki image bisnis karaoke.63 
D. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Karaoke di Kota Makassar 
1. Prosedur dan Mekanisme Penerbitan Perizinan Usaha Karaoke 
Usaha karaoke di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata termasuk dalam 
bidang Usaha Pariwisata dengan jenis usaha Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan.64 Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan 
usaha karaoke wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.65 
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut diatur di dalam 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 
Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perizinan 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, yaitu:66 
                                                          
63 Ibid. 
64 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 
Pasal 22 
65 Ibid, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) 
66 Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Pasal 25 
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Pasal 25 
(1) Untuk dapat memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemohon 
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Walikota melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal; 
(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi persyaratan yang terdiri dari: 
a. Bagi usaha yang berbentuk badan usaha: 
1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP); 
2. Foto copy surat tempat usaha (SITU); 
3. Foto copy SIUP; 
4. Foto copy akta pendirian perusahaan; 
5. Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 
b. Bagi usaha yang tidak berbentuk badan usaha melampirkan: 
1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP); 
2. Foto copy PBB untuk tahun berjalan; 
3. Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 
 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata termasuk dalam jenis pelayanan 
non perizinan seperti dijelaskan pada Bab III Pasal 6 Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu.67 Sebagaimana disebutkan pada Bab I Pasal 1 
bahwa Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau 
pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar atau sebutan 
lainnya yang tidak diwajibkan membayar retribusi berdasarkan peraturan 
daerah.68  
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memiliki Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata, pemohon harus mengikuti prosedur penerbitan izin seperti 
yang telah diatur dalam Peraturan Walikota, yaitu:69  
Pasal 31: 
(1) Tata cara penerbitan jenis non perizinan dilaksanakan oleh Badan; 
                                                          
67 Ibid, Pasal 6 
68 Ibid, Pasal 1 
69 Ibid, Pasal 31 
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(2) Tahapan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berurutan, dimulai dari: 
a. Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan 
kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah 
disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi yang telah 
ditetapkan. 
b. Badan melakukan penelitian dokumen atau persyaratan 
administrasi pemohon. 
1. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka dokumen 
permohonan diteruskan untuk mendapatkan Kajian Teknis. 
2. Apabila dokumen tidak lengkap, maka permohonan akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
c. Tim Teknis pada Badan akan melakukan peninjauan lapangan 
dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan 
jenis perizinan yang akan dimohonkan. 
d. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam 
Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi. 
e. Tim Teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
SKPD Teknis yang berisi terpenuhinya syarat teknis perizinan 
dan atau tidak terpenuhinya syarat teknis perizinan yang 
dimohonkan izin dalam rangka penandatanganan rekomendasi 
oleh kepala SKPD. 
f. Rekomendasi kepala SKPD teknis disampaikan kepada Kepala 
Badan melalui Tim Teknis untu proses penerbitan izin oleh 
Kepala Badan. 
g. Proses penandatanganan izin oleh Kepala Badan. 
h. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 
2. Ketentuan dan Larangan dalam Penyelenggaraan Usaha Karaoke 
Usaha karaoke termasuk dalam jenis usaha hiburan yang 
merupakan bagian dari bidang dan jenis usaha pariwisata. Ketentuan 
mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Makassar, dimana 
karaoke juga termasuk di dalamnya, diatur dalam Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
Penerbitan Perda tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan 
warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat 
serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata 
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bagi pelaku usaha. Di dalam perda ini dijelaskan mengenai asas dan 
tujuan penyelenggaraan usaha pariwisata. Asas penyelenggaraan usaha 
pariwisata mencakup asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, 
keseimbangan, kemandirian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, 
kesetaraan, dan kesatuan.70 
Sementara itu tujuan atas penyelenggaraan usaha pariwisata 
adalah:71 
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
c. Mengatasi kemiskinan, 
d. Mengatasi pengangguran, 
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, 
f. Memajukan kebudayaan, 
g. Mengangkat citra daerah, 
h. Memupuk rasa cinta tanah air, 
i. Menjamin adanya kepastian hukum, dan 
j. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa. 
Berdasarkan asas dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata 
di atas, maka pemerintah kota Makassar dalam menyusun peraturan 
mengenai penyelenggaraan usaha wisata memasukkan syarat, ketentuan, 
                                                          
70 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
71 Ibid, pasal 12 dan pasal 4 
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dan larangan khusus. Dalam hal usaha karaoke, ketentuan dan larangan 
tersebut dijelaskan dalam BAB VIII72: 
Pasal 31 
(1) Usaha pariwisata diarang menyelenggarakan usahanya sebelum 
memiliki Tanda Daftar Usaha dari Walikota; 
(2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota. 
(3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih 
dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata sebelum 
diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol. 
 
Pasal 32 
(1) Untuk menjalankan usaha rumah bernyanyi, karaoke, klub malam, 
diskotik dan sejenisnya, dilarang: 
a. Menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan, 
b. Beroperasi tanpa menggunakan peredam suara, 
c. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan 
terjadinya prostitusi dan asusila, 
d. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya, 
e. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang, 
f. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan 
ibadah, keyakinan, dan kepercayaan warga masyarakat. 
 
Pasal 33 
(1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub 
malam, diskotik dan panti pijat, dilarang berada pada radius 200 
(dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah; 
(2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke, 
Klub Malam, Diskotik paling lambat jam 02.00 WITA; 
 
Pasal 34 
(1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, 
Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Panti Pijat dilarang menjalankan 
usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap: 
a. Satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan 
Ramadhan; 
b. Satu hari sebelum dan sesudah hari natal; 
c. Satu hari sebelum dan sesudah hari waisak; 
d. Satu hari sebelum dan sesudah hari nyepi (tahun baru saka); 
e. Satu hari pada saat 1 muharram; 
f. Dan hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. 
 
                                                          
72 Ibid, pasal 31-34 
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Sementara itu, ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidana 
atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata diatur dalam pasal 
36 dan pasal 38.73 
Pasal 36 
(1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan 
pendaftaran dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 
dikenakan sanksi berupa: 
a. Surat teguran/ peringatan; 
b. Pembatasan kegiatan usaha; 
c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan 
d. Pencabutan izin usaha. 
(2) Tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. 
 
Pasal 38 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 
  
                                                          
73 Ibid, pasal 36 dan pasal 38 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan 
penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti 
pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan 
penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan penegakan hukum tersebut.74 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di dan Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Kota Makassar, dan usaha karaoke yang beroperasi di Kota Makassar. 
Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar adalah dinas yang 
memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha karaoke. Sedangkan 
Dinas Pariwisata Kota Makassar memiliki wewenang memberikan 
                                                          
74 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 78 
48 
 
rekomendasi untuk penerbitan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
Penelitian juga dilakukan di beberapa tempat usaha karaoke di Kota 
Makassar yang merupakan subjek penelitian. 
C. Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta 
langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi 
penelitian yang telah disebutkan diatas. 
2. Data Sekunder 
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang 
diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak 
langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-
undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data sekunder di bidang 
hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, 
yaitu : 
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum positif. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, 
buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah 
para sarjana, literatur dan hasil penelitian. 
c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
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sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, 
indeks kumulatif, dan sebagainya. 
D. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari 
suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas : 
1. Sumber Data Primer 
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam 
penelitian ini pihak yang terkait yaitu: Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kota Makassar, dan penyelenggara usaha karaoke di Kota Makassar. 
2. Sumber Data Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 
hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan 
hukum primer, terdiri dari : 
a. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata dan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015. 
b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan 
penegakan hukum, pelayanan publik, dan perizinan. 
c. Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana. 
d. Literatur dan hasil penelitian. 
E. Populasi dan Sampel 
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1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki 
karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.75 Populasi dalam 
penelitian ini adalah satuan kerja di Dinas terkait yang mengurus perizinan 
dan tanda daftar usaha pariwisata di Kota Makassar, yaitu Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dan Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, serta usaha karaoke yang 
beroperasi di Kota Makassar. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri 
utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian.76 
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini guna 
mendapatkan data digunakan teknik penentuan sampel purposive 
sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, 
alasan, dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tahap pertama 
digunakan untuk menentukan sampel dari populasi satuan kerja dinas 
terkait di Pemerintahan Kota Makassar yang mengurus perizinan dan 
tanda daftar usaha pariwisata. Sampel yang dipilih peneliti menggunakan 
pendekatan judgement sampling yaitu menentukan sampel yang 
berdasarkan penilaian peneliti paling baik dan paling berkompetensi untuk 
                                                          
75 Ibid, hlm. 65 
76 Ibid. 
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menjawab permasalahan penelitian.77 Dalam hal ini sampel yang 
digunakan adalah: 
1) Staf/Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar 
2) Staf/Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar 
Pengambilan sampel tahap kedua digunakan untuk menentukan 
sampel dari popuasi usaha karaoke yang beroperasi di Kota Makassar. 
Untuk pengambilan sampel tahap kedua dilakukan di Kecamatan 
Panakkukang dan Kecamatan Makassar karena banyak usaha karaoke 
yang beroperasi di wilayah ini. Dalam hal ini sampel yang digunakan 
adalah: 
1) Happy Puppy Familu Karaoke Jalan A.P. Pettarani 
2) NAV Karaoke Keluarga Jalan Boulevard 
3) Inul Vizta Jalan Pengayoman 
4) Diva Family Karaoke Pasar Segar Jalan Pengayoman 
5) Bee Family Karaoke Jalan Gunung Latimojong 
6) Scarlet Family Karaoke Jalan Gunung Latimojong 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam 
penelitian ini yaitu: studi kepustakaan (library research) dan studi 
lapangan (field research). 
1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
                                                          
77 Ibid, hlm. 67 
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Merupakan teknik pengumupulan data dengan mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan 
pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti78, dalam hal 
ini yang menyangkut penegakan hukum perizinan. 
2. Studi Lapangan (Field Research) 
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian.79 Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 
responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan 
permasalahan yang diteliti yaitu Petugas di Dinas Pariwisata Kota 
Makassar dan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Serta observasi di tempat 
usaha karaoke yang beroperasi di Kota Makassar. 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data 
berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan 
dengan teori yang berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik 
kesimpulan. 
 
  
                                                          
78 Ibid, hlm. 54 
79 Ibid. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke di Kota Makassar 
Penyelenggaraan Usaha Karaoke di Kota Makassar merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kota Makassar. Hal ini 
menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha karaoke. 
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya usaha karaoke juga memiliki 
dampak sosial lain bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha 
karaoke yang notabene merupakan sarana hiburan bernyanyi bagi 
masyarakat dapat menimbulkan gangguan-gangguan tertentu, salah 
satunya adalah kebisingan yang diakibatkan pengeras suara dari 
penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Oleh karena itu, pemerintah 
Kota Makassar menerbitkan aturan-aturan khusus dalam 
penyelenggaraan usaha karaoke, mulai dari proses pengajuan izin usaha 
sampai kajian teknis pelaksanaan usaha karaoke tersebut. 
Dasar Hukum penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar 
adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah 
Kota Makassar memberikan syarat-syarat khusus, ketentuan, dan 
larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin 
menyelenggarakan usaha karaoke. 
Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata, penyelenggaraan usaha karaoke yang 
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termasuk dalam jenis usaha hiburan berada di bawah naungan Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Dalam hal ini Dinas 
Pariwisata merupakan Dinas Teknis yang memiliki tugas dan wewenang 
dalam melakukan kajian teknis menyangkut kelayakan penyelenggaraan 
usaha karaoke. 
Usaha karaoke termasuk dalam jenis usaha hiburan seperti yang 
tercantum dalam Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha 
karaoke harus memiliki Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP. 
Penerbitan izin TDUP dilakukan di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. Namun untuk dapat menerbitkan izin 
TDUP, Badan Perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas 
teknis terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kota Makassar. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak A. Ilham dari Badan 
Perizinan Terpadu dalam wawancara yang dilakukan penulis:80: 
“Semua izin yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan merupakan 
rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata. 
Dalam hal usaha Karaoke, maka jenis izinnya adalah izin Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata. Badan perizinan bisa menerbitkan TDUP 
jika pemohon memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh 
Dinas Pariwisata.” 
 
 
                                                          
80 Wawancara dengan Bapak A. Ilham, Kepala Bidang Data dan Pengendalian, di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar pada tanggal 18 Januari 2016 
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Alur atau prosedur pengajuan permohonan izin Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata dapat dilihat pada bagan di bawah ini81: 
Gambar 1.  Alur Pengajuan Permohonan Izin TDUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas 
Pariwisata dan Industri Kreatif Kota Makassar tanggal 19 Januari 2016 
 
Prosedur penerbitan izin TDUP tersebut sesuai dengan Pasal 31 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
                                                          
81 Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Kota Makassar, dalam penelitian yang dilakukan pada 
tanggal 19 Januari 2016 
Mulai 
Pemohon mengajukan 
permohonan izin TDUP 
kepada Walikota melaui 
Badan Perizinan 
Badan Perizinan 
melakukan kajian 
dokumen persyaratan. 
Dinas Pariwisata 
Tim Teknis melakukan 
kajian teknis di lapangan 
sesuai persyaratan tempat 
usaha karaoke. 
Rekomendasi hasil 
peninjauan Tim Teknis 
disampaikan kepada 
kepala Dinas Pariwisata. 
Kepala Dinas Pariwisata 
memberikan rekomendasi 
penerbitan izin kepada 
Kepala Badan Perizinan. 
Badan Perizinan 
menerbitkan izin 
TDUP 
Selesai 
Permohonan 
disetujui 
Permohonan 
Tidak disetujui 
(Permohonan 
dikembalikan) 
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Pasal 31: 
(3) Tata cara penerbitan jenis non perizinan dilaksanakan oleh Badan; 
(4) Tahapan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berurutan, dimulai dari: 
i. Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan 
kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah 
disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi yang telah 
ditetapkan. 
j. Badan melakukan penelitian dokumen atau persyaratan 
administrasi pemohon. 
3. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka dokumen 
permohonan diteruskan untuk mendapatkan Kajian Teknis. 
4. Apabila dokumen tidak lengkap, maka permohonan akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
k. Tim Teknis pada Badan akan melakukan peninjauan lapangan 
dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan 
jenis perizinan yang akan dimohonkan. 
l. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam 
Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi. 
m. Tim Teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
SKPD Teknis yang berisi terpenuhinya syarat teknis perizinan 
dan atau tidak terpenuhinya syarat teknis perizinan yang 
dimohonkan izin dalam rangka penandatanganan rekomendasi 
oleh kepala SKPD. 
n. Rekomendasi kepala SKPD teknis disampaikan kepada Kepala 
Badan melalui Tim Teknis untu proses penerbitan izin oleh 
Kepala Badan. 
o. Proses penandatanganan izin oleh Kepala Badan. 
p. Penyerahan izin kepada pemohon. 
 
 
Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat 
yang diajukan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata dan 
Badan Perizinan, antara lain pemohon harus sudah memiliki82: 
 
                                                          
82 Wawancara dengan Bapak A. Ilham, Kepala Bidang Data dan Pengendalian, di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar pada tanggal 18 Januari 2016 
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1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
2. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) 
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
4. Surat izin dari tetangga. 
Khusus untuk surat izin dari tetangga, usaha karaoke memang 
membutuhkan hal ini karena usaha karaoke yang merupakan rumah 
bernyanyi memiliki konsekuensi akan menimbulkan kebisingan dan dapat 
mengganggu masyarakat sekitar tempat usaha karaoke tersebut. Maka 
dari itu pemohon harus sudah memiliki surat izin dari tetangga tersebut. 
Syarat-syarat tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang dalam Pasal 25 disebutkan persyaratan administrasi 
untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu: 
Pasal 25 
(3) Untuk dapat memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemohon 
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Walikota melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal; 
(4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi persyaratan yang terdiri dari: 
c. Bagi usaha yang berbentuk badan usaha: 
6. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP); 
7. Foto copy surat tempat usaha (SITU); 
8. Foto copy SIUP; 
9. Foto copy akta pendirian perusahaan; 
10. Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 
d. Bagi usaha yang tidak berbentuk badan usaha melampirkan: 
4. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP); 
5. Foto copy PBB untuk tahun berjalan; 
6. Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 
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Secara umum, penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar 
dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu usaha karaoke jenis 
Karaoke Keluarga dan Live Karaoke. Kedua jenis usaha karaoke tersebut 
memiliki perbedaan dalam penyelenggaraannya. Usaha karaoke jenis 
karaoke keluarga seperti yang diketahui masyarakat umum memiliki 
ruangan-ruangan bernyanyi khusus untuk para pelanggan usaha karaoke 
tersebut. Sementara untuk jenis Live Karaoke biasanya terdapat di hotel-
hotel ataupun tempat hiburan lainnya seperti Bar, Cafe, dan restoran. 
Walaupun terdapat perbedaan tersebut, kedua jenis usaha karaoke 
tersebut harus tetap menjalani prosedur yang sama untuk dapat memiliki 
izin TDUP agar dapat menjalankan usahanya. Jadi, misalnya seseorang 
ingin menjalankan usaha bar, restoran, dan karaoke di satu tempat yang 
sama, maka ia harus memiliki izin TDUP untuk ketiga jenis usaha 
tersebut. 
Dari pemaparan di atas terlihat bahwa terdapat prosedur yang 
cukup panjang dan ketat untuk dapat memiliki izin Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata yang merupakan izin untuk menyelenggarakan usaha karaoke. 
Proses perizinan yang cukup panjang ini merupakan salah satu unsur 
pengendalian penyelenggaraan usaha yang terdapat dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011. Dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam Perda tersebut, maka diharapkan 
penyelenggaraan usaha karaoke menjadi terkendali dan berada dalam 
jalur yang benar agar dapat menjadi manfaat bagi pemerintah dan 
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masyarakat Kota Makassar, bukan malah menjadi permasalah baru dan 
membawa efek negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. 
Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Hery S. dari Dinas Pariwisata 
Kota Makassar dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:83: 
“Dengan panjangnya prosedur untuk memiliki izin TDUP bagi usaha 
karaoke, diharapkan penyelenggaraan usaha karaoke tidak keluar 
dari jalur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena 
tidak bisa dipungkiri masih ada temuan yang didapatkan di 
lapangan bahwa ada usaha karaoke yang menyelenggarakan 
usaha tidak sesuai izinnya, misalnya didapatkan minuman 
beralkohol atau bahkan narkoba di tempat karaoke tersebut.” 
 
Pemerintah Kota Makassar memang dihadapkan pada banyak 
tantangan dalam hal penyelenggaraan usaha karaoke. Meskipun 
Peraturan Daerah telah dibuat sedemikian rupa agar usaha karaoke yang 
beroperasi di Kota Makassar berjalan dengan baik, masih saja banyak 
masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan usaha karaoke seperti 
pelanggaran-pelanggaran usaha yang terjadi pada beberapa usaha 
karaoke. 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah mengatur secara rinci mengenai 
ketentuan-ketentuan khusus dalam penyelenggaraan tempat hiburan, 
khususnya usaha karaoke. Seperti yang terdapat di dalam pasal 32, 
dinyatakan bahwa rumah bernyanyi atau karaoke, dilarang84: 
1. Menyediakan tempat pemajangan pramuria/ pelayan. 
2. Beroperasi tanpa menggunakan peredam suara. 
                                                          
83 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri 
Kreatif Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016 
84 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
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3. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan 
terjadinya prostitusi dan asusila. 
4. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya. 
5. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang. 
6. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan 
ibadah, keyakinan, dan kepercayaan warga masyarakat. 
 
Selain itu, di dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa: 
(1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya 
sebelum memiliki Tandar Daftar Usaha dari Walikota;  
(2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin 
Walikota ; 
(3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol 
terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas 
Pariwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan 
minuman beralkohol.  
 
Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dari jumlah 
keseluruhan penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar, baik itu 
untuk jenis Karaoke Keluarga maupun Live Karaoke, masih banyak terjadi 
pelanggaran-pelanggaran usaha seperti yang dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
Tabel  1  Jumlah Penyelenggaraan Usaha Karaoke di Kota Makassar 
Tahun 201585 
 
Usaha Karaoke Jumlah Keterangan 
Memiliki Izin TDUP 
83 - 
Pelanggaran 
21 - 
Sumber: Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
                                                          
85 Data Penyelenggaraan dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar; 
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Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah total pelanggaran 
izin usaha karaoke yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 21 
pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini terbilang cukup besar, yaitu sekitar 
seperempat atau dua puluh lima persen (25%) jika dibandingkan dengan 
total penyelenggaraan karaoke yang memiliki izin lengkap sebanyak 83 
usaha karaoke. Tingginya jumlah pelanggaran ini menjadi tanda bahwa 
masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait penyelenggaraan usaha 
karaoke. 
Dengan jumlah pelanggaran sebanyak dua puluh lima persen dari 
total penyelenggaraan menandakan bahwa penyelenggaraan usaha 
karaoke di Kota Makassar belum berjalan secara maksimal. Pelanggaran-
pelanggaran usaha karaoke yang terjadi selama tahun 2015 tersebut 
terbagi dalam beberapa jenis yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah. 
Tabel   2    Jumlah Pelanggaran Usaha Karaoke di Kota Makassar Tahun 
201586 
 
Usaha Karaoke 
Jumlah Keterangan 
Pelanggaran 
Tidak memiliki 
izin TDUP/ izin 
kadaluarsa 
9 - 
Melanggar 
ketentuan 
perda 
12 
Penjualan minuman 
beralkohol tanpa 
izin. 
Total 
21 
- 
                                                          
86 Data pelanggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
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Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa permasalahan yang paling umum 
dan banyak ditemui adalah penyelenggaraan usaha karaoke yang tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam perda dan penyelenggara karaoke tanpa 
memiliki izin usaha TDUP. Contoh penyelenggaraan usaha yang tidak 
sesuai ketentuan adalah usaha karaoke yang buka melewati jam 02.00 
WITA, usaha karaoke yang buka menjelang atau sesudah hari raya 
keagamaan, dan menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin. 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hery dari 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, beliau mengakui 
bahwa:  
“sepanjang tahun 2015 memang terjadi beberapa pelanggaran 
yang ditemukan dilakukan oleh penyelenggara usaha karaoke”.87 
 
Salah satu contoh kasus yang diungkapkan adalah temuan salah 
satu usaha karaoke yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin 
pada bulan Januari 2015, yaitu di Masterpiece Family Karaoke yang 
berlokasi di Jalan Gunung Latiomojong Kota Makassar. Temuan tersebut 
terjadi pada saat operasi pengawasan rutin yang dilakukan tim gabungan 
dari Dinas Pariwisata dan Satpol PP. 
 
 
                                                          
87 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri 
Kreatif Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016 
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Secara umum, beberapa jenis pelanggaran penyelenggaraan 
usaha karaoke yang sering ditemui beberapa tahun terakhir antara lain88: 
1. Ditemukan minuman beralkohol tanpa izin dan/atau obat-
obatan terlarang pada tempat usaha karaoke. 
2. Tempat usaha karaoke yang buka menjelang/ sesudah hari 
raya keagamaan. 
3. Tempat usaha karaoke yang melanggar jam operasional yang 
ditentukan yaitu melewati jam 02.00 WITA. 
4. Memiliki kamar mandi di dalam ruangan karaoke. 
5. Tempat usaha karaoke yang menjadi sarana prostitusi 
terselubung. 
Meskipun ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang 
disebutkan di atas, jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan semakin 
berkurang selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015 
pelanggaraan yang paling banyak ditemukan adalah penjualan minuman 
beralkohol tanpa izin dan usaha karaoke yang tidak memiliki izin TDUP. 
Meskipun begitu, dari total temuan 9 usaha karaoke yang tidak memiliki 
izin TDUP pada tahun 2015, masih ada kemungkinan banyak usaha 
karaoke lainnya yang tidak memiliki izin yang belum terpantau oleh 
Pemerintah Kota Makassar. 
Sayangnya, di Dinas Pariwisata tidak terdapat data lengkap 
mengenai penyelenggaraan dan pelanggaran usaha karaoke sebelum 
                                                          
88 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri 
Kreatif Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016 
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tahun 2015. Hal ini bisa diakibatkan karena lemahnya proses 
penyelenggaraan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun-tahun 
sebelumnya. Menurut penulis, kurangnya informasi dan data 
penyelenggaraan karaoke dapat menyebabkan penegakan Perda menjadi 
kurang optimal. Karena dengan kurang lengkapnya data yang tersedia, 
maka pengawasan atas penyelenggaran usaha karaoke akan menjadi 
lebih berat dan membutuhkan kerja yang lebih keras lagi. 
Kurang lengkapnya data penyelenggaraan usaha karaoke sebelum 
tahun 2015 memang menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah Kota 
Makassar utamanya dalam menganalisis kinernya penyelenggaraan 
usaha dalam tahun-tahun tersebut. Namun, dari hasil pengamatan 
penulis, pemerintah Kota Makassar sudah menunjukkan peningkatan 
kinerja yang cukup signifikan dengan dilakukannya pendataan yang lebih 
memadai dan pengawasan yang lebih intensif di tahun 2015 yang lalu. 
Hal ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah Kota 
Makassar, karena berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata, pemerintah Kota Makassar memiliki tugas dan 
wewenang dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan usaha 
kepariwisataan seperti yang disebutkan dalam Pasal 35. Termasuk di 
dalamnya proses pendataan dan pengawasan. 
Tingginya jumlah pelanggaran usaha karaoke pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa fungsi Perda No. 5 Tahun 2015 sebagai pengendali 
usaha belum berjalan secara maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh 
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beberapa hal, mulai dari proses pemberian izin yang kurang baik, 
pengawasan usaha yang tidak optimal oleh pemerintah, sampai 
penyelenggara usaha yang belum sadar hukum sehingga masih saja 
melakukan pelanggaran usaha. 
Dalam menghadapi permasalahan yang timbul mengenai 
penyelenggaraan usaha pariwisata, khususnya usaha karaoke, 
pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 
yang terdiri dari Tim Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Makassar. Tugas utama dari Tim Pembinaan dan Pengawasan 
Usaha Pariwisata ini adalah melakukan pengawasan secara berkala 
terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Makassar, termasuk 
usaha karaoke, dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata ini melakukan 
inspeksi mendadak atau sidak secara berkala ke tempat-tempat hiburan 
dan usaha karaoke utamanya pada akhir pekan dan menjelang hari besar 
dan hari raya keagamaan. Dari hasil sidak Tim ini lah, pemerintah Kota 
Makassar melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan 
sanksi terhadap penyelenggara usaha karaoke yang melanggar aturan. 
Salah satu hasil dari pengawasan lapangan yang dilakukan tim 
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata ini adalah temuan 
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penjualan minuman beralkohol tanpa izin pada karaoke Masterpiece 
seperti yang telah disebutkan di atas. 
Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Kota Makassar, ditemukan bahwa sanksi yang diberikan 
kepada usaha karaoke yang melanggar aturan merupakan sanksi 
administratif berdasarkan Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pemberian sanksi tersebut 
berjenjang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketika ditemukan 
pelanggaran, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 
memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata yang meneruskan 
laporan tersebut kepada Kepala Badan Perizinan untuk memberikan 
Surat Teguran Tertulis kepada penyelenggara usaha. Jika surat teguran 
tersebut tidak digubris, maka akan dilanjutkan dengan penerbitan surat 
pembekuan usaha sementara atau pencabutan izin usaha sementara 
yang akan dilanjutkan dengan sanksi terberat adalah pencabutan izin 
usaha oleh Badan Perizinan. Jika izin usaha tempat karaoke tersebut 
telah dicabut namun penyelenggara tetap menjalankan usahanya, maka 
akan dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha karaoke secara paksa 
yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha 
Pariwisata.89 
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran usaha 
karaoke pada tahun 2015 adalah sebanyak 21 pelanggaran yang terdiri 
                                                          
89 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri 
Kreatif Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016 
67 
 
dari penyelenggaraan usaha tanpa izin TDUP dan penjualan minuman 
beralkohol tanpa izin. Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 
2011, maka Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Kota Makassar 
memberikan sanksi dengan menerbitkan surat teguran dan pemanggilan 
kepada pemilik usaha karaoke tersebut. Namun, dari 21 usaha karaoke 
yang melanggar tersebut, terdapat tiga usaha karaoke yang ditemukan 
melanggar sebanyak dua kali pada tahun 2015 dari hasil sidak Tim 
Pembinaan dan Pengawasan usaha karaoke pada bulan Januari dan Mei 
2015, yaitu Bee Karaoke Jalan Gunung Latimojong, Pizza Ria Cafe 
Karaoke Jalan Gunung Latimojong, dan Masterpiece Karaoke Jalan 
Gunung Latimojong. Ketiganya melanggar ketentuan Perda karena 
menjual minuman beralkohol tanpa izin. Bahkan pemilik Masterpiece 
karaoke tidak datang pada pemanggilan bulan Mei 2015 sehingga 
pemerintah Kota makassar melakukan tindakan tegas dengan melakukan 
penutupan sementara pada usaha karaoke tersebut. 
Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah Kota Makassar 
dalam melakukan pengendalian penyelenggara usaha karaoke. Adanya 
pemilik usaha yang terus melakukan pelanggaran seperti ini dapat 
menimbulkan bahaya bagi masyarakat Kota Makassar. Misalnya dengan 
peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, maka 
peredarannya menjadi tidak terkontrol dan dapat mengancam kehidupan 
sosial masyarakat. 
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Dalam penelitian ini, selain melakukan wawancara dengan pihak 
Pemerintah Kota Makassar selaku regulator penyelenggaraan karaoke, 
penulis juga melakukan observasi ke beberapa tempat usaha karaoke 
yang berada di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Makassar yaitu: 
1. Happy Puppy Family Karaoke Jalan A.P Pettarani, 
2. NAV Karaoke Keluarga Jalan Boulevard, 
3. Inul Vizta Jalan Pengayoman, Diva Family Karaoke Pasar Segar Jalan 
Pengayoman, 
4. Bee Family Karaoke Jalan Gunung Latimojong, dan 
5. Scarlet Family Karaoke Jalan Gunung Latimojong. 
Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, semua tempat-tempat 
usaha karaoke keluarga tersebut menyelenggarkan usahanya sesuai 
dengan aturan di antaranya memiliki pintu ruangan karaoke yang tembus 
pandang, tidak terdapat tempat tidur dan kamar mandi di dalam ruangan 
karaoke, dan terdapat pemeriksaan senjata tajam dan barang-barang 
terlarang di pintu masuk. Selain itu, juga tidak terdapat penjualan 
minuman beralkohol di tempat-tempat tersebut, termasuk Bee Family 
Karaoke yang telah mendapatkan teguran sebanyak dua kali dari 
Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015 lalu. 
Jika dilihat dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan 
dan dari data penyelenggaraan dan pelanggaran dari Pemerintah Kota 
Makassar, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sebagian besar usaha 
karakoke yang terdapat di Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan 
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aturan. Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha 
Pariwisata merupakan sebuah langkah peventif dan represif yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menegakkan Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang kepariwisataan. Langkah preventif atau 
pencegahan yaitu dengan pengawasan secara berkala yang dilakukan 
oleh tim ini, sedangkan langkah represif dilakukan jika dari hasil 
pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran-pelanggaran usaha yang 
terjadi. Dengan dibentuknya tim ini, diharapkan fungsi pengendalian dari 
Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 terhadap penyelenggaraan 
usaha karaoke dapat berjalan dengan optimal. Namun pada 
kenyataannya, meskipun Pemerintah Kota Makassar telah membentuk 
Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata ini, masih saja terus 
ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sama dari tahun ke tahun. Hal 
ini mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun belum 
berjalan maksimal dalam penegakannya. 
Selain melakukan pengawasan yang baik dan pemberian sanksi 
yang tegas terhadap pelanggaran usaha karaoke, salah satu hal yang 
dapat dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam menekan angka 
pelanggaran usaha adalah dengan melakukan proses pemberian izin dan 
uji kelayakan usaha yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi 
perhatian penulis karena meskipun pada bagian awal bab ini telah 
dijelaskan bahwa prosedur untuk dapat memliki izin TDUP sudah cukup 
panjang dan ketat, masih ada kemungkinan terdapat kekurangan atau 
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celah dalam proses pemberian izin tersebut. Jika dari proses awal 
pemberian izin sudah terdapat kekurangan, maka tindakan pengawasan 
dan pemberian sanksi yang dilakukan dikemudian hari jika terjadi 
pelanggaran menjadi tidak efektif karena hal tersebut dapat dicegah dari 
awal. 
Dari tabel 1 diketahui bahwa jumlah keseluruhan penyelenggaraan 
usaha karaoke yang terdaftar pada tahun 2015 adalah sebanyak 83 
usaha karaoke. Namun, dari data yang didapatkan penulis di Badan 
Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai badan yang 
berwenang mengeluarkan izin TDUP, selama tahun 2015 lalu, dari 83 
usaha karaoke yang terdaftar tersebut terdapat 7 usaha karaoke yang 
mendapatkan izin usaha baru dan 5 usaha karaoke yang memperpanjang 
izinnya. Salah satu usaha karaoke yang memperpanjang izin tersebut 
adalah The Level yang terletak di Jalan Somba Opu, Kelurahan Losari, 
Kecamatan Ujung Pandang. The Level termasuk dalam jenis usaha yang 
menyelenggarakan usaha Cafe, Bar, Restoran, dan Karaoke yang 
semuanya termasuk dalam jenis usaha hiburan dan pariwisata. 
Seperti yang diketahui, bahwa The Level berada pada lokasi tepat 
di depan Masjid Terapung Kota Makssar, yaitu pada jarak kurang dari 200 
meter. Sementara dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa pendirian Rumah 
bernyanyi, karaoke, cafe, bar, restoran, diskotik, dan panti pijat dilarang 
berada dalam radius 200 meter dari sarana ibadah dan sekolah. Fakta ini 
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menunjukkkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses 
pemberian izin usaha pariwisata khususnya usaha karaoke di Kota 
Makassar karena lokasi The Level yang jelas-jelas melanggar ketentuan 
dalam Perda namun izinnya tetap diperpanjang. Ditambah lagi dengan 
lokasinya yang berada di pusat Kota Makassar dan dekat dengan 
Trademark Kota Makassar yaitu Masjid Terapung dan Pantai Losari, 
membuat permasalahan ini mendapatkan perhatian yang besar oleh 
banyak pihak karena lokasi The Level yang cukup menonjol tersebut. 
Terkait dengan perpanjangan izin The Level tersebut, Bapak A. 
Ilham dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar menyatakan bahwa izin The Level tersebut memang sudah ada 
jauh sebelum Masjid Terapung didirikan, sehingga ketika izin tersebut 
dibuat pihak The Level tidak melanggar ketentuan dalam Perda. 
Sementara di dalam Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 tidak diatur 
mengenai izin usaha pariwisata jika terdapat sarana ibadah atau sekolah 
yang didirkan setelah izin usaha telah terbit.90 
Hal ini merupakan hambatan yang cukup besar dalam upaya 
penegakan perda itu sendiri. Adanya usaha pariwisata, dalam hal ini 
usaha karaoke, yang secara kasat mata penyelenggaraannya tidak 
sesuai dengan ketentuan dan terus berjalan tanpa ada tindak lanjut, 
merupakan indikator bahwa baik Penegak Hukum, regulator dalam hal ini 
pemerintah Kota Makassar, maupun Peraturan perundang-undangan itu 
                                                          
90 Wawancara dengan Bapak A. Ilham, Kepala Bidang Data dan Pengendalian, di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar pada tanggal 18 Januari 2016 
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sendiri tidak memiliki sinergi yang baik dalam pelaksanaannya. Dampak 
negatif yang bisa terjadi akibat permasalahan seperti ini adalah 
menurunnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum maupun 
peraturan perundang-undangan itu sendiri dan hilangnya rasa keadilan 
hukum oleh pengusaha-pengusaha lain yang menjalankan usahanya 
sesuai ketentuan dan aturan karena terdapat penyelenggaran usaha yang 
melanggar dan tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh penegak 
hukum. Selanjutnya, akan tercipta atmosfer usaha yang tidak kondusif 
dan dapat berakibat negatif terhadap usaha pariwisata khususnya usaha 
karaoke di Kota Makassar. 
Disisi lain, jika melihat argumen dari pemerintah Kota Makassar, 
pemerintah kota juga tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi kepada 
pihak The Level karena mereka mendapatkan izin sebelum Masjid 
Terapung didirikan. Dalam kasus ini, yang menjadi permasalahan 
sebenarnya adalah proses perpanjangan izin yang dikabulkan oleh 
pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015 lalu. Idealnya, perpanjangan 
izin tersebut seharusnya dilakukan kajian lebih lanjut agar 
penyelenggaraan usaha oleh The Level bisa dilakukan tanpa adanya hal-
hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang 
TDUP. Dengan diperpanjangnya izin usaha tersebut, dapat menurunkan 
tingkat kepercayaan masyarakat maupun para pengusaha lainnya kepada 
Pemerintah dalam hal efektivitas penegakan perda dan pengawasan 
penyelenggaraan usaha. 
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Proses perizinan uasha karaoke sebenarnya dapat digunakan 
pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. 
Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai 
pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan 
perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu 
setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan 
dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu 
memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi 
pemerintah sendiri, atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian 
dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran 
dapat dilayani. Namun jika yang terjadi adalah hal sebaliknya, atau 
bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan, maka perpanjangan izin tersebut dapat dikaji 
terlebih dahulu. 
Ada beberapa tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan seperti perizinan The Level tersebut agar 
semua pihak merasakan keadilan hukum. Salah satunya adalah 
pemerintah Kota Makassar sebagai regulator penyelenggara usaha 
pariwisata melakukan kajian teknis khusus yang membahas pencarian 
solusi  melalui dinas terkait bersama semua pihak-pihak yang 
berkepentigan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, termasuk 
dewan legislatif, masyarakat, dan pengusaha itu sendiri. Dengan 
melakukan kajian permasalahan secara bersama-sama, maka diharapkan 
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dalam proses penegakan hukum perda tersebut, semua pihak dapat 
merasakan dampak yang positif sesuai dengan asas-asas penegakan 
hukum yaitu terpenuhinya Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan rasa 
keadilan. 
Solusi lainnya yang bisa ditempuh namun membutuhkan waktu 
yang cukup lama adalah dengan melakukan revisi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2011 atau membuat peraturan daerah atau 
peraturan walikota yang baru untuk mengakomodasi permasalahan 
seperti ini. Aturan hukum yang lebih lengkap dan jelas dapat menjaga 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menjaga 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha karaoke itu sendiri. 
Pada akhirnya, perda yang mengatur mengenai usaha pariwisata 
secara umum dan usaha karaoke secara khusus tersebut masih perlu 
disosialisasikan secara mendalam kepada penyelenggara usaha dan 
kepada masyarakat.  Di dalam pasal 8 Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 
2011 Tentang tanda daftar usaha pariwisata secara jelas dinyatakan 
bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh informasi dan pelayanan 
kepariwisataan sesuai dengan standar. Hal ini menjadi tugas lanjutan dari 
Pemerintah Kota Makassar karena dengan masyarakat yang sadar akan 
hukum, maka akan lebih mudah dalam melakukan penegakan hukum itu 
sendiri karena masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata, dalam 
hal ini usaha karaoke, secara tidak langsung menjadi pengawas terhadap 
peraturan daerah tersebut. 
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Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, berdasarkan 
hasil wawancara yang dilakukan penulis di Dinas Pariwisata Kota 
Makassar dan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan, 
sebagian besar usaha karaoke yang melanggar ketentuan dan larangan 
dalam Perda juga merupakan usaha karaoke yang melanggar izin usaha 
atau tidak memiliki TDUP. Hal ini merupakan indikasi bahwa pelanggaran-
pelanggaran tersebut dilakukan oleh penyelenggara yang tidak sadar 
hukum karena tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan daerah 
namun juga melanggar ketentuan dasar yaitu tidak memiliki izin usaha. 
Hal ini menjadi indikator yang menunjukkan bahwa Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan sosialisasi dan penegakan 
hukum yang lebih tegas kepada para pengusaha karaoke itu sendiri. 
Adanya pelanggaran usaha yang dilakukan oleh beberapa usaha karaoke 
menjadi kerugian tersendiri bagi sebagian besar pengusaha karaoke 
lainnya yang taat peraturan karena usaha karaoke yang tidak sesuai 
ketentuan dapat memberikan citra negatif terhadap penyelenggaraan 
usaha karaoke secara keseluruhan yang secara tidak langsung 
dampaknya akan terasa secara ekonomi kepada seluruh lapisan mulai 
dari pemerintah, masyarakat, dan pengusaha karaoke itu sendiri.  
Dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dinyatakan 
bahwa setiap pengusaha pariwisata berhak mendapatkan perlindungan 
hukum dalam berusaha. Perlindungan hukum ini seharusnya terwujud 
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dengan pemberian sanksi secara tegas terhadap penyelenggara usaha 
yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah. Hal utama yang 
menjadi perhatian dari tindakan pemberian sanksi yang tegas dalam 
rangka penegakan hukum adalah timbulnya rasa keadilan hukum yang 
dirasakan semua pihak, termasuk pihak pengusaha dan masyarakat itu 
sendiri. 
Kegiatan penegakan hukum pada dasarnya ditujukan guna 
meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam 
rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta 
penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha 
menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya 
Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai instrumen dalam perizinan usaha 
karaoke pada dasarnya berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum 
sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan 
makmur dan menunjukkan bahwa lewat izin tersebut dapat diketahui 
bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. 
Ketentuan, larangan, dan persyaratan khusus untuk dapat memiliki 
izin TDUP sebagai penyelenggaraan usaha karaoke merupakan 
pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri dan menjalankan fungsi 
izin tersebut dalam rangka menertibkan masyarakat. Jika penegakan 
hukum atas proses perizinan tidak berjalan dengan baik, maka 
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pelanggaran-pelanggaran yang berulang akan terus terjadi seperti pada 
penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar dan akibatnya 
perizinan tersebut tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Perizinan 
Usaha Karaoke di Kota Makassar 
Dasar Hukum penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar 
adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata. Peraturan ini secara jelas mengatur tentang 
penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang pihak 
penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, Penyelenggara 
Usaha, sampai dengan masyarakat sebagi konsumen usaha pariwisata. 
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pihak yang merupakan 
stakeholder dalam usaha pariwisata bertanggungjawab dalam 
teruwjudnya pelaksanaan peraturan ini di Kota Makassar. Banyak faktor 
yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha pariwisata, dalam 
hal ini usaha karaoke. Dari hasil pengamatan penulis, terdapat 3 faktor 
utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di 
Kota Makassar, yaitu: 
1. Struktur Penegak Hukum (Pemerintah Kota Makassar); 
2. Kultur dalam masyarakat, dalam hal ini Penyelenggara usaha karaoke 
dan masyarakat Kota Makassar; 
3. Substansi Peraturan perundang-undangan (Perda Kota Makassar 
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata). 
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Faktor yang pertama adalah faktor penegak hukum itu sendiri, 
dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar. Dalam menjalankan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 
pemerintah Kota Makassar sebagai regulator yang mengatur 
penyelenggaraan perda memiliki tanggung jawab yang paling besar. 
Seperti yang diamanatkan di dalam pasal 6 yang menyatakan Pemerintah 
Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwewenang: 
a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan 
kepariwisataan Kota; 
b. Menetapkan destinasi pariwisata Kota; 
c. Menetapkan daya tarik wisata Kota; 
d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan 
pendaftaran usaha pariwisata; 
e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di 
wilayahnya; 
f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan 
produk pariwisata yang berada di wilayahnya; 
g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;  
h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan 
dalam lingkup Kota; 
i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di 
wilayahnya; 
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan 
k.  Mengalokasikann anggaran kepariwisataan. 
Ada tiga hal yang menjadi perhatian penulis sehubungan dengan 
penegakan hukum usaha karaoke jika melihat dari sebelas poin di atas 
yaitu pada poin d, e, dan j. Disebutkan bahwa pemerintah Kota Makassar 
memiliki wewenang melakukan pencatatan, pendaftaran, pendataaan 
tanda daftar usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan 
pengelolaan usaha pariwisata, dan menyelenggarakan bimbingan 
masyarakat. 
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Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Makassar memegang 
peranan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan usaha karaoke 
yang sesuai dengan tujuan Perda tersebut. Dengan melakukan 
pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata, dalam 
hal ini usaha karaoke, yang sesuai ketentuan maka pemerintah dapat 
mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perkembangan usaha dan 
masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan. 
Berdasarkan hal ini, pemerintah Kota Makassar sudah 
menjalankan fungsinya yaitu dengan menjalankan prosedur 
penyelenggaraan dan penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. Semua pihak yang ingin menjalankan 
usaha karaoke harus mendaftarkan usahanya di Dinas Pariwisata dan 
mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.  
Selain melakukan pencatatan, pendataan, dan penerbitan TDUP, 
tugas lain dari Pemerintah Kota Makassar yang diamanatkan oleh Perda 
adalah mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan usaha karaoke 
tersebut agar sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu untuk menjalankan 
tugas tersebut pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Pembinaan 
dan Pengawasan Usaha Pariwisata yang secara khusus melakukan 
pengawasan terhadap segala jenis usaha pariwisata yang beroperasi di 
Kota Makassar termasuk usaha karaoke. 
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Secara umum, pemerintah Kota Makassar sudah mendapatkan 
hasil yang positif dari pembentukan tim ini. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan penulis di Dinas Pariwisata Kota Makassar ditemukan fakta 
bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran usaha karaoke yang ditemukan 
setelah Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata turun ke 
lapangan melakukan pengawasan dan inspeksi secara langsung kepada 
usaha karaoke yang beroperasi di Kota Makassar.91 
Tim yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong 
Praja ini menjadi alat utama pemerintah dalam penegakan Perda Kota 
Makassar No. 5 Tahun 2011. Melalui rekomendasi dari Tim Pembinaan 
dan Pengawasan Usaha Pariwisata ini, maka Pemerintah Kota Makassar 
melalui Dinas Pariwisata menjatuhkan sanksi administrasi kepada 
penyelenggara usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran usaha. 
Meskipun pemerintah Kota Makassar sudah melakukan berbagai 
upaya dalam menegakkan peraturan mengenai penyelenggaraan usaha 
karaoke, salah satu faktor lain yang menjadi kunci tegaknya hukum 
tersebut adalah penyelenggara usaha karaoke itu sendiri.  
Dengan menyelenggarakan usaha karaoke di wilayah Kota 
Makassar, maka secara tidak langsung penyelenggaraan usaha karaoke 
tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Makassar. 
Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan 
Pengawasan Usaha Pariwisata adalah ditemukannya pelanggaran usaha 
                                                          
91 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri 
Kreatif Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016 
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karaoke. Namun dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut, 
pemerintah Kota makassar menghadapi beberapa hambatan yang 
diakibatkan oleh penyelenggara itu sendiri. Salah satunya seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Hery dalam wawancara yang dilakukan penulis 
di Dinas Pariwisata Kota Makassar, beliau menyatakan92: 
“Hambatan yang dialami pemerintah dalam memberikan sanksi 
sebagian besar diakibatkan karena penyelenggara usaha 
terkadang memliki banyak alasan jika kedapatan melakukan 
pelanggaran. Misalnya, ketika ditemukan minuman beralkohol di 
tempat karaoke. Pemilik usaha beralasan bahwa pengunjung yang 
membawa masuk minuman tersebut dari luar dan mereka tidak 
mengetahui hal tersebut. Jadi kita juga tidak bisa menindak pemilik 
usaha tersebut.” 
 
Dalam hal ini seharusnya di tempat karaoke tersebut sudah 
dilakukan pemeriksaan barang-barang terlarang agar penyelenggaraan 
usaha karaoke dapat berlangsung aman dan kondusif. Contoh kasus 
menyangkut ini seperti yang dijelaskan pada bagian A, yaitu usaha 
karaoke Bee Family Karaoke, Karaoke Pizza Ria Cafe Latiomojong, dan 
Masterpiece Karaoke yang selama tahun 2015 melakukan pelanggaran 
menjual minuman beralkohol tanpa izin sebanyak dua kali. Adanya 
usaha-usaha karaoke yang terus melakukan pelanggaran seperti ini 
membuat efektivitas aturan-aturan dalam perda menjadi kurang baik dan 
suasana penyelenggaraan usaha karaoke menjadi kurang kondusif, 
karena bagaimanapun beratnya ancaman sanksi dalam Perda, jika 
                                                          
92 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri 
Kreatif Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016 
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penyelenggara usaha tersebut memang “nakal”, maka pelanggaran-
pelanggaran tersebut akan terus terjadi. 
Faktor penyelenggara usaha karaoke dalam hal ini memang 
sangat menentukan tegak atau tidaknya peraturan yang berlaku. Jika 
penyelenggara usaha karaoke secara umum sudah sadar hukum, maka 
dengan sendirinya pengawasan dan penegakan peraturan akan berjalan 
dengan lebih baik. Hal ini memang merupakan suatu kondisi ideal yang 
diharapkan oleh semua pihak, yang pada kenyataannya memang 
menghadapi banyak tantangan untuk diwujudkan. Namun disinilah 
pemerintah kota memegang peranan penting dalam mewujudkan 
masyarakan dan penyelenggara usaha yang sadar hukum. Salah satu 
usahanya bisa dengan melalui sosialisai peraturan. 
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penegakan hukum 
perizinan karaoke adalah substansi hukum dari peraturan perundang-
undangan itu sendiri, yaitu Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 
Tentang Tanda Dafta Usaha Pariwisata. Di dalam pasal 31 secara jelas 
disebutkan bahwa: 
(1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya 
sebelum memiliki Tandar Daftar Usaha dari Walikota; 
(2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin 
Walikota; 
(3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol 
terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas 
Pariwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan 
minuman beralkohol. 
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Namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata masih 
ditemukan usaha karaoke yang menjalankan usaha tanpa memiliki izin 
TDUP dan kedapatan melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa 
memiliki izin. Lebih lanjut di dalam pasal 36 dijelaskan menegai sanksi 
administrasi yang diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis 
sampai dengan pencabutan izin usaha. 
Menurut penulis, sanksi administrasi berupa surat teguran sampai 
pencabutan izin usaha seharusnya sudah cukup untuk mengakomodir 
penyelenggaraan usaha karaoke. Namun jika melihat pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang sama dan 
terus berulang, bukan tidak mungkin bahwa revisi peraturan ataupun 
pembuatan peraturan baru dengan sanksi yang lebih tegas cukup relevan 
dengan keadaan terjadi. Misalnya dengan sanksi langsung penutupan 
usaha tanpa perlu melalui beberapa tahap pemberian surat teguran. 
Dengan pemberian sanksi penutupan secara langsung yang lebih tegas, 
maka efek jera dari sanksi tersebut akan lebih terasa dan secara tidak 
langsung akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum. 
Terkait dengan revisi peraturan perundang-undangan, secara 
umum Perda No. 5 Tahun 2011 sebenarnya sudah cukup untuk 
mengakomodasi penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Makassar. 
Namun untuk beberapa hal khusus, memang masih diperlukan 
penjelasan atau aturan-aturan tambahan. Selain pemberian sanksi yang 
lebih tegas, hal yang lebih mendesak adalah menyangkut larangan 
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pendirian tempat usaha karaoke dalam radius 200 meter dari sarana 
ibadah atau sekolah. 
Pada bagian A bab IV telah dipaparkan mengenai permasalah 
karaoke The Level yang berada pada radius kurang dari 200 meter dari 
Masjid Terapung Makassar. Permasalahannya adalah The Level 
mendapatkan izin TDUP jauh sebelum Masjid Terapung didirikan yang 
tentu saja tidak melanggar ketentuan dalam Perda. Namun, ketika Masjid 
Terapung telah didirikan, otomatis lokasi usaha The Level menjadi tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam Perda, sementara The Level masih 
memiliki izin yang sah. Sementara itu, di dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tidak terdapat penjelasan mengenai 
masalah-masalah seperti ini, apakah izin tersebut dikategorikan 
melanggar atau tidak. 
Dengan kurang jelasnya aturan dalam peraturan perundang-
undangan itu sendiri, maka tentu saja hal ini menjadi faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan 
tersebut. 
 
Namun kembali lagi jika kita melihat secara keseluruhan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaran usaha karaoke ini 
semuanya terkait satu sama lain. Bagaimanapun dan seberat apapun 
sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, jika 
penegak hukum, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, tidak 
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menjalankan fungsinya secara optimal, maka penegakan hukum atas 
peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak akan berjalan. 
  
86 
 
BAB V 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penegakan Hukum perizinan terkait Penyelenggaraan usaha karaoke 
di Kota Makassar sudah berjalan cukup baik dimana untuk dapat 
menjalankan usaha karaoke, Pemerintah Kota Makassar 
mengharuskan setiap orang untuk memiliki izin Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar setelah mendapatkan rekomendasi 
kelayakan usaha dari Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Kota 
Makassar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pengawasan 
terhadap penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan oleh Tim 
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata. Meskipun begitu, 
masih saja terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan usaha 
karaoke karena adanya pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang 
dan proses perpanjangan izin TDUP belum berjalan maksimal.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha 
karaoke di Kota Makassar antara lain: 
a. Struktur penegak hukum yaitu Pemerintah Kota Makassar, 
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b. Kultur masyarakat yaitu Penyelenggara usaha karaoke dan 
masyarakat Kota Makassar, dan 
c. Substansi Peraturan perundangan-undangan yang mengatur 
tentang penyelenggaraan usaha karaoke, yaitu Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 
B. Saran 
1. Diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat 
terhadap penyelenggaraan usaha karaoke. Upaya yang dapat 
dilakukan yaitu Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 
yang turun ke lapangan lebih sering, juga dengan sosialisasi Perda 
kepada masyarakat sehingga secara tidak langsung pengawasan 
terhadap usaha karaoke dapat berjalan dengan lebih baik jika 
masyarakat lebih sadar hukum. Pemberian izin TDUP baru dan 
perpanjangan izin lama juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian yang 
lebih ketat dalam prosesnya untuk mencegah adanya usaha-usaha 
karaoke yang berpotensi melanggar ketentuan bisa mendapatkan izin 
atau perpanjangan izin. 
2. Revisi peraturan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 
2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau dibuatnya aturan 
tambahan mengenai penyelenggaraan usaha karaoke diperlukan 
untuk mengakomodasi penyelenggaraan usaha karaoke yang semakin 
kompleks. Selain itu, sosialisasi perda secara berkala kepada 
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pengusaha karaoke diperlukan untuk mencegah pengusaha 
melakukan pelanggaran yang sama secara berulang-ulang. 
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